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BAB 1 

PENGANTAR PENDIDIKAN  

SOSIAL BUDAYA KEWARGANEGARAAN 

 
A. KONSEP DASAR: PENDIDIKAN, KEWARGANEGARAAN, SOSIAL, DAN 

BUDAYA 
Pemahaman mengenai pendidikan, kewarganegaraan, sosial, dan budaya 

merupakan fondasi utama dalam mengkaji dinamika pendidikan sosial budaya 

kewarganegaraan. Keempat konsep tersebut saling terkait dan bersama-sama 

membentuk kerangka berpikir tentang bagaimana individu dibina, diarahkan, 

dan dibentuk menjadi warga negara yang berpengetahuan serta berkarakter. 

Dalam konteks kehidupan nasional yang semakin kompleks, landasan 

konseptual ini menjadi penting untuk merumuskan pembelajaran yang relevan, 

bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

1. Pengantar 

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin 

kompleks, pemahaman terhadap konsep dasar pendidikan, kewarganegaraan, 

sosial, dan budaya menjadi suatu kebutuhan mendesak. Keempat konsep ini 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling memengaruhi dalam 

pembentukan karakter individu maupun pembangunan masyarakat secara 

luas. Pendidikan menjadi sarana utama dalam mentransformasikan nilai-nilai 

sosial dan budaya ke dalam kesadaran individu, sekaligus memperkuat 

identitas dan tanggung jawab kewarganegaraan. Dalam masyarakat majemuk 

seperti Indonesia, integrasi konsep-konsep ini sangat penting untuk 

memperkuat kohesi sosial, membangun toleransi, serta membentuk generasi 

yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kerangka 

demokrasi dan keberagaman budaya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap 

masing-masing konsep dasar ini perlu dilakukan secara mendalam dan 

komprehensif agar pembelajaran di bidang ini tidak bersifat parsial, tetapi utuh 

dan relevan dengan konteks kehidupan nyata. 

 

2. Konsep Dasar Pendidikan 

Pendidikan merupakan proses sadar, terencana, dan sistematis untuk 

mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, baik dalam aspek 

intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Pendidikan tidak semata-mata 

berfokus pada transmisi pengetahuan, melainkan juga pada pengembangan 

nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat. 



 

 

BAB 2 

HAKIKAT KEWARGANEGARAAN  

DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN BUDAYA 

 
A. DEFINISI KEWARGANEGARAAN: YURIDIS VS SOSIOLOGIS 

1. Pengantar 

Kewarganegaraan merupakan konsep fundamental dalam ilmu politik, 

hukum, dan pendidikan kewarganegaraan. Pemahaman terhadap definisi 

kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dari dua pendekatan utama, yaitu 

pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Keduanya memiliki dasar 

pemikiran, ruang lingkup, serta implikasi yang berbeda dalam menentukan 

siapa yang dianggap sebagai warga negara dan bagaimana mereka 

menjalankan hak serta kewajibannya. Dalam praktiknya, perbedaan 

pemaknaan ini sangat memengaruhi cara suatu negara membangun relasi 

antara individu dengan negara, serta memengaruhi pendidikan 

kewarganegaraan yang disampaikan dalam institusi pendidikan. Oleh karena 

itu, analisis perbandingan antara pendekatan yuridis dan sosiologis menjadi 

penting sebagai landasan awal dalam memahami identitas dan partisipasi 

warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

2. Definisi Kewarganegaraan Secara Yuridis 

Pendekatan yuridis melihat kewarganegaraan sebagai status hukum yang 

diberikan oleh suatu negara kepada individu tertentu berdasarkan ketentuan 

hukum yang berlaku. Status ini menetapkan hubungan resmi antara individu 

dengan negara, yang ditandai dengan pengakuan hak dan kewajiban secara 

legal. Dalam konteks ini, seseorang disebut warga negara apabila telah 

memenuhi kriteria formal seperti kelahiran, pewarganegaraan (naturalization), 

perkawinan, atau proses hukum lain yang diatur oleh undang-undang 

kewarganegaraan. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia, misalnya, mengatur bahwa 

kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh berdasarkan asas ius sanguinis 

(hak darah) dan ius soli terbatas (hak tempat lahir). Dalam perspektif ini, warga 

negara adalah subjek hukum yang memiliki identitas sah secara administrasi. 

Kewarganegaraan dipandang sebagai sesuatu yang bersifat formal, statis, dan 

bersumber dari legalitas yang ditetapkan oleh negara (Isin & Turner, 2002). 

 

 



 

 

BAB 3 

NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA  

DALAM KONTEKS KEBANGSAAN 

 
A. KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SUMBER NILAI KEBANGSAAN 

Kearifan lokal merupakan warisan budaya yang mengandung nilai-nilai 

luhur yang berkembang dan dijaga oleh masyarakat secara turun-temurun 

dalam konteks lokal. Ia tidak hanya mencerminkan cara hidup masyarakat 

setempat, tetapi juga menjadi sistem pengetahuan, nilai, dan norma yang 

relevan untuk mengelola kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologis secara 

berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia yang kaya dengan keragaman budaya, 

kearifan lokal menjadi sumber penting bagi pembentukan identitas nasional 

serta integrasi sosial. Menurut Keraf (2010), kearifan lokal adalah bentuk 

pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tradisional mengenai lingkungan 

dan kehidupan mereka yang digunakan untuk memecahkan berbagai 

persoalan praktis. Oleh karena itu, kearifan lokal memiliki potensi besar untuk 

dijadikan fondasi dalam membangun nilai-nilai kebangsaan yang inklusif, adil, 

dan berkelanjutan. 

Nilai-nilai kebangsaan seperti gotong royong, toleransi, musyawarah, 

keadilan sosial, dan kepedulian terhadap alam sebenarnya telah lama hadir 

dalam praktik kehidupan masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia. 

Misalnya, dalam budaya Jawa dikenal prinsip <rukun= sebagai dasar hubungan 

sosial yang harmonis; di Bali ada konsep <Tri Hita Karana= yang menekankan 
keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan; di Minangkabau terdapat 

sistem <musyawarah mufakat= dalam mengambil keputusan kolektif; 
sementara dalam budaya Bugis dikenal istilah <siri na pacce= yang berarti harga 
diri dan solidaritas sosial. Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa 

kearifan lokal mengandung nilai-nilai kebangsaan yang dapat dijadikan 

landasan dalam pembentukan karakter warga negara. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2009), kearifan lokal merefleksikan nilai-

nilai moral yang terbukti mampu menjaga keberlanjutan masyarakat dan 

lingkungan secara kontekstual. 

Penelitian Halimah dan Guntara (2017) menunjukkan bahwa budaya Seren 

Taun di Kasepuhan Cisungsang mengandung nilai tuntunan dan tontonan yang 

diwariskan secara turun-temurun serta menjadi pedoman dalam menjaga 

hubungan manusia dengan Tuhan, alam, sesama, dan bangsa. Tokoh adat 

berperan besar dalam mensosialisasikan dan meneruskan nilai-nilai tersebut 



 

 

BAB 4 

IDENTITAS NASIONAL  

DAN DINAMIKA KEBINEKAAN 

 
A. KONSEP IDENTITAS NASIONAL 

Identitas nasional adalah konsep yang mencerminkan kesadaran kolektif 

suatu bangsa terhadap karakteristik, nilai, simbol, dan sejarah bersama yang 

membedakannya dari bangsa lain. Konsep ini berkaitan erat dengan perasaan 

memiliki dan kebanggaan terhadap negara, serta keterikatan emosional warga 

negara terhadap simbol dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas bangsa. Berikut 

adalah penjelasan konsep identitas nasional menurut beberapa ahli: 

1. Benedict Anderson (1991). Dalam bukunya Imagined Communities, 

Anderson menyatakan bahwa bangsa adalah "komunitas politik yang 

dibayangkan" (imagined political community). Identitas nasional terbentuk 

karena sekelompok orang membayangkan dirinya sebagai bagian dari satu 

entitas kolektif, meskipun mereka tidak saling mengenal secara pribadi. 

Media massa, sejarah bersama, dan simbol nasional menjadi alat penting 

dalam membangun kesadaran tersebut. 

2. Erik Erikson (1968). Erikson memandang identitas nasional sebagai bagian 

dari identitas ego individu yang berkembang dalam konteks sosial dan 

budaya. Menurutnya, individu membentuk identitas nasional melalui 

proses internalisasi nilai-nilai budaya dan sosial dari masyarakat tempat 

mereka tinggal. Identitas ini menjadi stabil jika didukung oleh pendidikan, 

simbol-simbol nasional, dan pengalaman kolektif. 

3. Stuart Hall (1996). Hall melihat identitas sebagai konstruksi sosial yang 

bersifat dinamis dan berubah-ubah. Identitas nasional menurutnya bukan 

sesuatu yang tetap, tetapi terus dibentuk oleh praktik diskursif seperti 

narasi sejarah, media, pendidikan, dan politik. Dalam masyarakat 

multikultural, identitas nasional harus dibentuk melalui proses inklusif 

yang mengakomodasi keberagaman. 

4. Smith (1991). Anthony D. Smith menyatakan bahwa identitas nasional 

mencakup unsur sejarah bersama, mitos asal usul, simbol-simbol nasional 

(seperti bendera, lagu kebangsaan), serta keterikatan terhadap wilayah 

geografis tertentu. Smith menekankan pentingnya <ethno-symbolism= 
dalam membangun rasa kebangsaan yang kuat dan berkelanjutan. 

 



 

 

BAB 5 

SOSIALISASI POLITIK DAN  

PARTISIPASI WARGA NEGARA 

 
A. MEKANISME SOSIALISASI POLITIK SEJAK DINI 

Sosialisasi politik merupakan proses penting dalam pembentukan identitas 

kewarganegaraan seseorang. Proses ini mencakup bagaimana individu 

mengenal, memahami, dan menginternalisasi nilai-nilai, norma, serta perilaku 

politik dalam masyarakat. Sosialisasi politik sejak dini sangat menentukan 

kualitas partisipasi politik individu di masa dewasa, termasuk sikap terhadap 

negara, hak dan kewajiban warga, serta kesadaran akan demokrasi dan 

keadilan sosial. Almond dan Verba (1963), dalam karyanya The Civic Culture, 

menekankan bahwa budaya politik yang sehat hanya dapat tumbuh apabila 

nilai-nilai politik ditanamkan secara sistematis sejak usia dini melalui agen-

agen sosialisasi yang efektif. 

Proses sosialisasi politik pada anak-anak umumnya dimulai dalam 

lingkungan keluarga, yang merupakan agen sosialisasi primer. Keluarga 

memberikan fondasi awal mengenai otoritas, aturan, tanggung jawab, dan 

hubungan sosial yang mendasar. Anak-anak belajar mengenai tata tertib, 

penghargaan terhadap simbol negara, dan cara berperilaku sebagai warga 

negara melalui teladan dari orang tua. Menurut Hyman (1959), keluarga 

memiliki peran paling kuat dalam membentuk orientasi politik awal individu 

karena anak-anak memandang orang tua sebagai figur otoritatif dan sumber 

nilai yang terpercaya. Oleh karena itu, interaksi keluarga yang inklusif dan 

demokratis akan mendorong tumbuhnya kesadaran politik yang partisipatif 

dan egaliter. 

Selain keluarga, sekolah juga memegang peranan sentral sebagai agen 

sosialisasi politik yang bersifat formal. Melalui pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan (PPKn), siswa diperkenalkan pada konsep-konsep dasar 

negara, hak asasi manusia, struktur pemerintahan, hingga etika bernegara. 

Sekolah tidak hanya menyampaikan informasi politik, tetapi juga menjadi 

ruang praktik nilai-nilai tersebut melalui organisasi siswa, pemilihan ketua OSIS, 

dan kegiatan musyawarah kelas. Menurut Banks (2008), pendidikan 

kewarganegaraan yang efektif harus mampu membentuk sikap kritis, toleransi, 

dan keterlibatan aktif siswa dalam kehidupan demokratis. Karena itu, 

kurikulum dan lingkungan belajar di sekolah harus dirancang agar mendukung 

tumbuhnya kesadaran politik sejak dini. 



 

 

BAB 6 

PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN TOLERANSI 

 
A. PRINSIP DASAR DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA 

Prinsip dasar demokrasi merupakan fondasi utama dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, 

kesetaraan, dan partisipasi rakyat. Demokrasi bukan sekadar sistem 

pemerintahan, tetapi sebuah cara hidup yang mencerminkan penghormatan 

terhadap nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan musyawarah. Dalam konteks 

negara demokratis seperti Indonesia, prinsip-prinsip ini menjadi acuan dalam 

penyelenggaraan kekuasaan negara yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. 

Sebagaimana ditegaskan oleh Dahl (2000), demokrasi memerlukan 

perlindungan hak-hak minoritas, partisipasi aktif warga negara, dan jaminan 

kebebasan sipil dalam proses pengambilan keputusan publik (Dahl, 2000). 

Salah satu prinsip utama demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Dalam 

sistem ini, rakyat memegang otoritas tertinggi dalam menentukan pemimpin 

dan arah kebijakan negara. Pemilu yang bebas, adil, dan periodik adalah wujud 

konkret dari prinsip ini. Melalui pemilu, rakyat dapat menyalurkan 

kehendaknya secara langsung, sekaligus memberikan kontrol terhadap 

jalannya pemerintahan. Penelitian menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat 

bergantung pada legitimasi dari partisipasi rakyat secara luas, serta 

perlindungan terhadap hak pilih setiap individu (Tusalem, 2015). 

Prinsip kedua yang tak kalah penting adalah perlindungan terhadap hak 

asasi manusia. Demokrasi hanya akan bermakna apabila negara menjamin 

kebebasan berekspresi, beragama, berserikat, serta hak atas persamaan di 

depan hukum. Tanpa jaminan tersebut, demokrasi berisiko menjadi prosedural 

semata tanpa isi substantif. Studi oleh Linz dan Stepan (1996) menegaskan 

bahwa demokrasi sejati harus mencakup perlindungan kebebasan sipil dan hak 

politik yang merata bagi semua warga negara (Linz & Stepan, 1996). 

Prinsip ketiga adalah adanya pemisahan kekuasaan (separation of powers) 

serta sistem checks and balances. Demokrasi menuntut adanya pembagian 

kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif guna 

menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Mekanisme saling 

mengawasi ini juga memberi ruang akuntabilitas terhadap kinerja lembaga 

negara. Menurut studi terbaru, pemisahan kekuasaan menjadi faktor penting 

dalam menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap 

sistem demokrasi (Scheppele, 2018). 



 

 

BAB 7 

GLOBALISASI DAN  

TANTANGAN KEWARGANEGARAAN 

 
A. ARUS GLOBALISASI DAN DAMPAKNYA PADA NILAI SOSIAL BUDAYA 

Globalisasi adalah suatu proses historis dan dinamis yang 

mengintegrasikan masyarakat di seluruh dunia melalui kemajuan teknologi, 

komunikasi, dan ekonomi. Dalam konteks budaya, globalisasi tidak hanya 

berarti pertukaran produk dan informasi, tetapi juga penyebaran nilai, norma, 

dan gaya hidup antarbangsa secara luas dan cepat. Fenomena ini membawa 

perubahan signifikan terhadap sistem nilai sosial budaya masyarakat lokal, 

terutama ketika nilai-nilai global yang dominan seperti individualisme, 

konsumerisme, dan rasionalisme barat berinteraksi atau bahkan mendominasi 

nilai-nilai tradisional yang berbasis komunitas dan spiritualitas (Gajić et al., 

2017). Proses ini memunculkan dinamika kompleks antara pelestarian budaya 

lokal dengan adaptasi terhadap tuntutan global. 

Salah satu bentuk nyata dari dampak globalisasi terhadap nilai sosial 

budaya adalah dominasi budaya populer global, seperti musik, film, dan 

fashion, yang disebarluaskan melalui media massa dan media sosial. Media 

digital berperan sebagai agen utama dalam mentransmisikan budaya global ke 

dalam ruang privat masyarakat lokal, terutama generasi muda. Akibatnya, 

terjadi perubahan orientasi nilai, di mana budaya lokal cenderung dianggap 

ketinggalan zaman, sementara budaya luar dipandang sebagai simbol 

modernitas dan prestise (Steger, 2013). Hal ini mengakibatkan penurunan 

minat terhadap bahasa daerah, adat istiadat, dan kesenian tradisional sebagai 

warisan budaya tak benda. 

Namun demikian, hubungan antara globalisasi dan nilai budaya tidak selalu 

bersifat destruktif. Beberapa ahli berpendapat bahwa globalisasi juga dapat 

memperkuat identitas budaya lokal melalui apa yang disebut sebagai 

"glokalisasi", yaitu proses adaptasi budaya global sesuai konteks lokal (Cao, 

2010). Dalam proses ini, masyarakat lokal tidak semata-mata menjadi korban 

globalisasi, melainkan turut berperan aktif dalam memilih, mengolah, dan 

menyesuaikan unsur budaya luar dengan nilai-nilai lokal yang mereka anut. Ini 

menunjukkan bahwa nilai sosial budaya bersifat dinamis dan tidak statis. 

Di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa globalisasi juga memunculkan 

tantangan terhadap kearifan lokal, terutama dalam aspek keluarga dan relasi 

sosial. Struktur keluarga tradisional yang menjunjung tinggi hierarki, tanggung 



 

 

BAB 8 

HAK ASASI MANUSIA  

DAN KEADILAN SOSIAL 

 
A. KONSEP DASAR HAM DALAM PERSPEKTIF LOKAL DAN GLOBAL 

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap 

individu semata-mata karena ia adalah manusia. Konsep HAM berkembang 

dalam dua pendekatan utama: perspektif global (universalisme) dan perspektif 

lokal (relativisme budaya atau partikularisme). Para ahli memiliki pandangan 

yang berbeda namun saling melengkapi tentang bagaimana HAM dipahami 

dan dijalankan di berbagai belahan dunia. 

 

1. Perspektif Global (Universalisme HAM) 

Menurut Jack Donnelly <&Hak asasi manusia berakar pada martabat 
manusia dan bukan pada kebudayaan tertentu&= HAM bersifat universal, 

artinya hak-hak ini berlaku untuk semua manusia di mana pun mereka berada, 

tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau negara. Ia menyatakan 

bahwa HAM adalah respons terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dan 

dirancang untuk melindungi martabat manusia dari penyalahgunaan 

kekuasaan, sehingga perlu dijamin dalam hukum internasional. 

Henry J. Steiner dan Philip Alston, dua pakar hukum HAM internasional, 

berpendapat bahwa Deklarasi Universal HAM 1948 adalah dokumen yang 

mewakili kesepakatan global tentang nilai-nilai dasar seperti kebebasan, 

keadilan, dan kesetaraan. Mereka mendukung pandangan bahwa meskipun 

dirumuskan dalam konteks Barat, prinsip-prinsip HAM dapat dan seharusnya 

diadaptasi secara luas karena menyangkut hak fundamental manusia. 

 

2. Perspektif Lokal (Relativisme Budaya HAM) 

Berbeda dari pendekatan universal, Abdullahi Ahmed An-Na'im 

menekankan pentingnya pendekatan kontekstual atau interkultural. Ia 

menolak pemaksaan konsep HAM Barat kepada masyarakat non-Barat tanpa 

memperhitungkan nilai budaya dan kepercayaan lokal. An-Na’im berpendapat 
bahwa budaya lokal seperti Islam, adat, atau sistem nilai Asia bisa menjadi 

dasar pembentukan HAM yang lebih diterima dan efektif secara lokal. 

Koentjaraningrat <&melalui kajiannya tentang sistem nilai budaya 
Indonesia&= seorang antropolog Indonesia, menjelaskan bahwa dalam budaya 

Indonesia, konsep HAM harus mempertimbangkan nilai gotong royong, 



 

 

BAB 9 

KONFLIK SOSIAL DAN RESOLUSI DAMAI 

 
A. AKAR SOSIOKULTURAL KONFLIK DI INDONESIA 

Konflik sosial di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas akar 

sosiokultural yang terbentuk sejak masa kolonial hingga era reformasi. Faktor 

historis seperti warisan kebijakan kolonial Belanda yang bersifat divide et 

impera telah menciptakan segmentasi etnis dan memperdalam kesenjangan 

sosial di antara kelompok pribumi dan non-pribumi, terutama etnis Tionghoa, 

Arab, dan Eropa. Ketegangan ini kerap muncul kembali dalam bentuk konflik 

horizontal, terutama ketika perbedaan kepentingan ekonomi dan sosial 

memuncak (van der Kroef, 1950). Pola pemisahan sosial dan akulturasi yang 

tidak merata menjadi penyumbang utama terhadap lahirnya ketidakpercayaan 

antar kelompok. 

Salah satu akar konflik yang dominan adalah ketimpangan ekonomi yang 

ditumpangkan pada identitas etnis dan agama. Misalnya, dalam kasus konflik 

Muslim-Kristen di Indonesia antara 1995–1997, akar ketegangan bukan hanya 

masalah teologis, tetapi lebih pada ketimpangan distribusi sumber daya dan 

persepsi ketidakadilan, di mana umat Kristen dinilai lebih menikmati hasil 

pembangunan daripada umat Islam (Sukamto & Pramono, 2020). Ketimpangan 

ini diperparah oleh munculnya kebijakan-kebijakan negara dan fatwa 

keagamaan yang menambah ketegangan antar kelompok. 

Selain itu, keberagaman budaya dan agama yang seharusnya menjadi 

kekayaan nasional, seringkali justru menjadi sumber konflik ketika tidak diiringi 

oleh pemahaman lintas budaya yang mendalam. Interaksi antara kelompok 

suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) bisa memicu konflik ketika 

persepsi superioritas budaya atau dominasi politik muncul. Hal ini tercermin 

dalam konflik-konflik yang terjadi di Maluku, Poso, dan Kalimantan, yang tidak 

hanya dipicu oleh perbedaan etnis, tetapi juga oleh provokasi elite politik dan 

perebutan sumber daya lokal (Siddiq, 2005). 

Peran agama juga menjadi instrumen ambivalen dalam konflik 

sosiokultural. Di satu sisi, agama menjadi alat pemersatu, namun di sisi lain 

sering digunakan sebagai legitimasi untuk memobilisasi massa dalam konflik. 

Hal ini diperparah oleh manipulasi simbol-simbol agama oleh kelompok 

tertentu demi kepentingan politik atau ekonomi. Pada masa pasca-Orde Baru, 

meningkatnya kebebasan sipil tanpa penguatan etika dialog antarkelompok 

menyebabkan melonjaknya konflik dengan sentimen keagamaan (Tule, 2002). 



 

 

BAB 10 

LITERASI SOSIAL BUDAYA 

KEWARGANEGARAAN DIGITAL 

 
A. KONSEP LITERASI SOSIAL BUDAYA DI ERA DIGITAL 

Literasi sosial budaya di era digital merupakan kemampuan individu dan 

kelompok dalam memahami, menafsirkan, serta berpartisipasi secara kritis 

terhadap dinamika budaya dan hubungan sosial yang berlangsung melalui 

media digital. Konsep ini lebih luas dari sekadar kemampuan menggunakan 

teknologi; ia mencakup pemahaman nilai, norma, dan simbol budaya yang 

berkembang dalam ekosistem digital. Menurut Buckingham (2003), literasi 

budaya mencakup kesadaran terhadap representasi sosial dalam media, 

kemampuan untuk menafsirkan makna simbolik, dan kesanggupan untuk 

berperan aktif dalam konstruksi makna secara kolektif. Dalam era internet dan 

media sosial yang mengglobal, kecakapan ini menjadi semakin penting untuk 

membangun masyarakat yang inklusif, kritis, dan demokratis. 

Era digital telah merevolusi cara individu berinteraksi, memproduksi, dan 

menyebarkan informasi budaya. Digitalisasi budaya menciptakan fenomena 

baru seperti <komunitas virtual=, <identitas daring=, dan <kebudayaan 
partisipatoris= (Jenkins et al., 2006). Literasi sosial budaya memungkinkan 

masyarakat memahami bahwa budaya digital bukan hanya konsumsi konten, 

tetapi juga proses aktif dalam membentuk identitas, merumuskan opini, serta 

menciptakan ruang dialog antar kelompok yang berbeda. Tanpa literasi ini, 

masyarakat berisiko terseret dalam polarisasi, penyebaran hoaks, atau bahkan 

ujaran kebencian yang merusak kohesi sosial. 

Di Indonesia, tantangan literasi sosial budaya diperparah oleh tingginya 

penggunaan media sosial yang belum diimbangi dengan kedewasaan digital. 

Survei APJII (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 70% masyarakat Indonesia 

aktif di media sosial, namun data dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa 

literasi digital masyarakat masih tergolong rendah dalam aspek etika, budaya, 

dan keamanan digital. Hal ini menyebabkan mudahnya penyebaran narasi 

intoleransi, diskriminasi, dan stereotip etnis atau agama. Literasi sosial budaya 

di sini berperan untuk mengedukasi publik dalam membedakan antara kritik 

sosial dan ujaran kebencian, antara kebebasan berekspresi dan penyimpangan 

moral. 

 



 

 

BAB 11 

TRANSFORMASI SOSIAL DAN  

PEMBANGUNAN KARAKTER KEWARGAAN 

 
A. DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 

Perkembangan teknologi pada era Revolusi Industri 4.0 membawa 

perubahan sosial yang begitu cepat, sehingga masyarakat dihadapkan pada 

beragam dinamika yang menuntut kemampuan menyesuaikan diri secara 

berkelanjutan. Transformasi ini bukan hanya berdampak pada cara manusia 

bekerja dan berinteraksi, tetapi juga pada bagaimana keseimbangan sosial 

perlu dijaga di tengah potensi gangguan yang muncul. Untuk memahami 

bagaimana proses adaptasi tersebut dapat dijalankan secara efektif, berikut 

disajikan ilustrasi yang merangkum pendekatan yang dapat digunakan dalam 

merespons perubahan sosial di era digital ini. 

 
Gambar 11.1 Cara Menavigasi Perubahan Sosial di Era Industri 4.0 

 

Gambar tersebut menjelaskan cara menavigasi perubahan sosial di era 

Industri 4.0 melalui pendekatan yang disebut dengan "Strategi Adaptif". Dalam 

penerapannya, menekankan empat aspek penting yang perlu dikelola secara 

bersamaan. Pertama, peningkatan keterampilan berpikir kritis sebagai fondasi 

agar individu mampu merespons perubahan secara rasional. Kedua, upaya 

menjembatani kesenjangan digital secara adil sehingga seluruh lapisan 

masyarakat memperoleh akses setara terhadap teknologi. Ketiga, penanganan 

kekhawatiran terkait privasi data sebagai bagian dari perlindungan terhadap 

hak digital warga. Keempat, kemampuan beradaptasi berkelanjutan terhadap 

keterampilan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi.  



 

 

BAB 12 

CONTOH PRAKTIK  

PENDIDIKAN SOSIAL BUDAYA 

KEWARGANEGARAAN DI MASYARAKAT 

 
A. STUDI LAPANGAN: OBSERVASI DAN REFLEKSI SOSIAL BUDAYA 

Studi lapangan menjadi sarana penting untuk memahami bagaimana nilai 

sosial budaya bekerja dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika 

masyarakat menghadapi perubahan akibat modernisasi. Melalui pengamatan 

langsung dan interaksi dengan warga, peneliti dapat melihat bagaimana tradisi 

dipertahankan, disesuaikan, atau mengalami pergeseran. Untuk 

menggambarkan dinamika tersebut secara konkret, berikut ditampilkan 

contoh studi lapangan mengenai praktik gotong royong di Desa Pandanwangi, 

Kabupaten Sleman, beserta refleksi sosial budaya yang menyertainya. 

Judul: Dinamika Gotong Royong di Tengah Modernisasi – Studi Lapangan di 

Desa Pandanwangi Kabupaten Sleman, Yogyakarta 

1. Latar Belakang. Desa Pandanwangi merupakan salah satu desa di 

Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang dikenal masih mempertahankan 

nilai-nilai tradisional, terutama gotong royong. Namun, dalam beberapa 

tahun terakhir, perubahan sosial akibat modernisasi dan urbanisasi mulai 

memengaruhi pola interaksi warganya. Studi ini bertujuan untuk 

mengamati langsung bagaimana nilai gotong royong dijalankan, diadaptasi, 

atau bahkan ditinggalkan oleh masyarakat setempat, serta merefleksikan 

dinamika sosial budaya yang menyertainya. 

2. Tujuan Observasi 

a. Mengidentifikasi bentuk-bentuk gotong royong yang masih dijalankan 

masyarakat. 

b. Menganalisis perubahan perilaku sosial akibat pengaruh gaya hidup 

modern. 

c. Merefleksikan pentingnya pelestarian nilai sosial budaya dalam 

masyarakat lokal. 

3. Metode. Metode yang digunakan adalah observasi partisipatif dan 

wawancara informal. Peneliti terlibat dalam kegiatan kerja bakti di dusun 

dan melakukan wawancara ringan dengan tokoh masyarakat, ibu rumah 

tangga, serta pemuda desa. 
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